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Indonesia sebagai negara maritim memiliki banyak peluang dan ancaman. Hal tersebut memerlukan adanya
perhatian yang lebih besar terhadap wilayah laut. Penelitian ini membahas strategi Pemerintah Indonesia untuk
meningkatkan peluang ekonomi dan mengatasi tantangan melalui Poros Maritim Dunia. Tujuan riset ini adalah
*Korespondensi perulis: menganalisa kebijakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam

Email: muhammad.ridha@staff.uty.ac.id pengembangan wilayah pesisir menggunakan teori geopolitik dan teori kekuatan laut. Penelitian ini menerapkan

metode kualitatif studi kasus. Data yang digunakan berupa data primer melalui wawancara dan data sekunder
yang diperoleh dari buku, artikel jurnal dan publikasi daring. Penulis menemukan bahwa sinergitas penegak
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hukum, diplomasi maritim sudah cukup baik, namun perlu lebih aktif melibatkan masyarakat untuk pengelolaan
sumber daya hayati yang berkelanjutan dan peningkatan SDM masyarakat pesisir. Sementara Visi Gubernur
DIY bernama Abad Samudera Hindia belum terlaksana dengan maksimal. Masyarakat membutuhkan tambahan
pembangunan TPI baru dan pengembangan TPI menjadi PPN dan PPS untuk meningkatkan produktivitas
dan kesejahteraan nelayan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus selalu memperhatikan
pengelolaan laut, khususnya untuk pemanfaatan sumber daya dan pangan. Bahwa laut memiliki kekayaan alam
yang berlimpah dapat digunakan meningkatkan gizi masyarakat dan pendapatan negara.

Kata Kunci: Abad Samudera Hindia; Daerah Istimewa Yogyakarta; Indonesia; laut; pengelolaan

ABSTRACT

Indonesia, as a maritime country, has many opportunities and threats. This condition requires greater attention to the
sea area. This research discusses the strategy of the Government of Indonesia to increase economic opportunities and

overcome challenges through the World Maritime Fulcrum. This research aims to analyze the policies of the Government
of Indonesia and the Provincial Government of DIY in developing coastal areas using geopolitical theory and the theory
of sea power. This study uses a qualitative case study method. The data used are primary data through interviews and
secondary data obtained from books, journal articles and online publications. The author finds that the synergism
between law enforcement and maritime diplomacy is good enough. However, it is necessary to involve the community
more actively in the sustainable management of biological resources and to increase the buman resources of coastal
communities. Meanwhile, the vision of the Governor of DIY called the Century of the Indian Ocean, has not been
implemented optimally. The community needs additional construction of new TPI and development of TPI to become
PPN and PPS to increase the productivity and welfare of fishermen. It can be concluded that the central and regional
governments must always pay attention to marine management, especially for utilising resources and food. That the sea
has abundant natural wealth can be used to improve people’s nutrition and state income.

Keywords: Indian Ocean Century; Yogyakarta Province; Indonesia; sea; management

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara
kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah
laut seluas 5,8 juta km? dengan 17.504 pulau,
95.181 km?® garis pantai, dan sebagai bagian dari
Great Ocean Conveyor Belt (KKP, 2019). Posisi
Indonesia yang strategis pada dua samudera
menjadi penghubung bagi Benua Asia dan Benua
Australia. Berbagai realitas tersebut merupakan
potensi luar biasa bagi kesejahteraan dan kemajuan
bangsa. Wilayah perairan juga menyimpan banyak

potensi kelautan yang semakin menguatkan bukti
bahwa laut merupakan kekuatan dan masa depan
negara. Tetapi realitasnya pola pembangunan
cenderung  berorientasi pada  pengembangan
daratan (Sudarmo, 2014). Padahal laut Indonesia
memiliki peluang yang dapat dikembangkan sebagai
penggerak perekonomian nasional, seperti perikanan,
sumber daya hayati, pariwisata, ekonomi pesisir,
transportasi, logistik, energi, telekomunikasi, dan
pertambangan.
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Pemanfaatan sektor kelautan yang kurang
maksimal ~ menyebabkan  belum  meratanya
kemakmuran rakyat (Anna, 2020). Pemerintah
Indonesia dapat menggandeng pelaku usaha dalam
negeri dan masyarakat pesisir untuk mempercepat
pembangunan ekonomi dan industri maritim. Jika
Indonesia dapat memaksimalkan pengelolaan bidang
kelautan secara optimal dapat mendukung menjadi
negara maju sebagaimana negara maju akibat
pemanfaatan laut yang optimal (Surya, 2009). Oleh
karena itu, perlu ada perubahan cara pandang dan
fokus pembangunan untuk memberdayakan potensi
kelautan negeri. Kemaritiman memiliki potensi
besar untuk menghidupi puluhan juta rakyat dan
menghasilkan devisa.

Artikel ini dirancang untuk menghasilkan
data yang lengkap dan mendalam dengan berfokus
pada mengorientasikan Samudera Hindia sebagai
masa depan Bangsa Indonesia. Merujuk pada hal itu
kemudian disusunlah tiga rumusan permasalahan,
yakni:

1. Seberapa besar pendapatan sektor kelautan
terhadap PDB nasional dibandingkan negara

lain?
2. Bagaimana  strategi pengelolaan  maritim
Pemerintah  Indonesia merespons berbagai

ancaman yang ada?

3. Bagaimana kebutuhan dan respons kebijakan
pemerintah DIY dalam pemanfaatan Samudera
Hindia?

Penelitian ini dilaksanakan mengacu pada
teori geopolitik untuk menjelaskan Indonesia dalam
melihat realitas wilayah yang mayoritas berbentuk
laut sebagai dasar arah dan kebijakan nasional.
Sementara teori kekuatan laut digunakan untuk
menjawab realitas peluang dan tantangan pada
wilayah maritim Indonesia. Pendekatan metodologi
risetyang digunakan adalah penelitian kualitatif,
yang diterapkan untuk menjelaskan secara deskriptif
persoalan melalui studi kasus. Dengan pendekatan
ini, diperoleh data dan fakta berdasarkan informasi
dari individu, kelompok, dan data lembaga secara
mendetail. Penelitian kualitatif dipilih untuk
memberikan pemahaman lebih mendalam tentang
kasus yang sebenarnya terjadi. Pengumpulan data
dilakukan menggunakan teknik wawancara, yang
hasilnya dianalisis secara objektif, spesifik, dan
terperinci (Krisyantono, 2014). Melalui penelitian
kualitatif dapat disusun dan diidentifikasi jawaban
secara sebenar-benarnya dalam riset berdasarkan
langkah-langkah  logis hingga menghasilkan
kesimpulan  yang tepat. Bentuk penelitian
kualitatif yang dilakukan, diantaranya: eksplorasi
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permasalahan,  review  literatur, = wawancara
mendalam, analisa data berbentuk deskriptif, dan
penulisan laporan yang terstruktur (Creswell, 2012).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan
melalui:

1. Studi Literatur: Pencarian sumber data primer
dari penelitian dan artikel yang telah terbit
tentang dengan tata kelola kelembagaan, pola
koordinasi, dan strategi kebijakan laut di
Indonesia dan DIY.

2. Data Laporan: Pencarian sumber data sekunder
dari laporan yang dirilis resmi oleh kementerian/
Lembaga, antara lain: TNI AL, KKP RI,
POLAIR POLRI, Pemda DIY, Pemkab Bantul,
Pemkab Gunung Kidul, dan Pemkab Kulon
Progo.

3. Wawancara Mendalam: Pencarian  sumber
data primer dengan melakukan wawancara
langsung menggunakan aplikasi Zoom terhadap
narasumber mengenai keamanan laut di Kemenko
Polhukam, TNI AL, BAKAMLA RI, KKP RI,
POLAIR POLRI, DJBC, Indonesia Ocean
Justice Initiative (IO]JI), dan media Kumparan.

Penelitian ini penting karena masih terbatasnya
riset tentang tata kelola pengelolaan maritim di
Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
dengan menggunakan pendekatan geopolitik dan
kekuatan laut. Pasca dicetuskannya Poros Maritim
Dunia Pemerintah Indonesia memiliki strategi tata
kelola laut yang menjadi dasar pengelolaan wilayah
laut nasional. Strategi tersebut berdampak pada
perubahan cara pandang Pemerintah Indonesia
dan DIY dengan memberikan perhatian lebih
besar terhadap laut. Apalagi sebagian wilayah
pesisir Indonesia dan seluruh pantai Yogyakarta
menghadap ke Samudera Hindia. Realitas tersebut
direspons dengan adanya Visi Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) 2017-2022 dan 2022-
2027 bernama “Menyongsong Abad Samudera
Hindia”. Visi tersebut menyebabkan perubahan
fokus pembangunan di DIY untuk meningkatkan
pemanfaatan laut secara berkelanjutan. Penelitian
ini hadir untuk berupaya menjelaskan politik dan
kebijakan kelautan di Indonesia maupun Yogyakarta
melalui tata kelola berdasarkan realitas kebutuhan,
peluang, dan tantangan.

KONDISI LAUT INDONESIA

Potensi dan Ancaman Laut Indonesia

Laut sebagai perairan berperan penting
terhadap kehidupan manusia maupun makhluk
hidup lainnya di bumi. Laut berkontribusi terhadap
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iklim dunia dengan memindahkan panas ke kutub
dari wilayah khatulistiwa yang membuat bumi
cukup hangat untuk ditinggali (Surinati, 2013).
Arus laut dan samudera telah menjadi sabuk aliran
laut yang menghubungkan setiap samudera di dunia
menyerap energi panas matahari hingga mempunyai
kandungan luar biasa. Wilayah Indonesia yang
70%-nya merupakan lautan menyediakan cukup
sumber makanan, bahan pertambangan, obat-
obatan, hingga sumber mata pencaharian. Apalagi
terdapat keberadaan plankton dan terumbu karang
yang berperan penting bagi kehidupan manusia
sebagai penyedia oksigen sekaligus menyerap karbon
dioksida di atmosfer bumi. Hal tersebut akibat posisi
Indonesia yang memiliki Arus Lintas Indonesia
(ARLINDO) yang menyebabkan tingginya kekayaan
keanekaragaman hayati di Indonesia seperti di
Gambar 1 (Suman et al., 2016).
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Indonesia berbatasan laut dengan sepuluh
negara, diantaranya: Malaysia, Filipina, Vietnam,
Thailand, India, Singapura, Papua Nugini, Australia,
Timor Leste, dan Palau (Iswardhana dan Arisanto,
2022). Lautan Indonesia diperkirakan mempunyai
potensi keekonomian mencapai USD 19,5 Triliun
per tahun (Anna, 2020) dapat dilihat pada Tabel 1.

Selain seperti ditunjukkan pada Tabel 1, laut
Indonesia dapat pula menyediakan potensi untuk
kemanfaatan pada bidang lain, seperti pariwisata
pantai, wisata budaya, turisme pesiar, pelancongan
olahraga, safari alam, dan wisata bisnis. Terdapat
juga prospek industri galangan kapal yang dapat
mendukung menggerakkan ekonomi. Misalnya
bisnis perkapalan, industri jangkar, industri peralatan
navigasi, industri plat baja, industri perpipaan,
industri instalasi listrik, industri mesin kapal,

INDIAN
OCEAN

Gambar 1. Arus Laut Indonesia (ARLINDO).

Tabel 1. Potensi Keekonomian Laut Indonesia.

Macam Potensi

Jumlah

Budi daya ikan

Budi daya ikan hias

Budi daya rumput laut dan terumbu
karang

Budi daya moluska
Budi daya industri bioteknologi
kelautan

Budi daya hutan mangrove

Sumber daya mineral

Alur
(ALKI)

Laut Kepulauan Indonesia

Kakap, gobia, dan kerapu dengan potensi kelautan sebesar 9,3 juta ton setiap

tahunnya (KKP, 2019)
Sebanyak 236 jenis ikan hias terbaik di dunia

Seluas 85.707 km? dengan 6 dari 10 wilayah ekosistem terumbu karang terbaik
di dunia (KKP, 2018)

Mutiara, teripang, dan kerang-kerangan (KKP, 2020)
Benih ikan, udang, bahan pangan, dan pakan alami (Yuniar, 2012)

Seluas 4,25 juta hektar (KKP, 2016)

Minyak dan gas bumi, gas biogenik kelautan, pasir kuarsa, kromit, posporit,
monazite dan zirkon, emas dan perak, pasir besi, timah, agregat bahan
konstruksi, nodul dan kerak mangan, dan mineral hidrotermal.

Memiliki tiga (3) ALKI dengan potensi sebesar USD 1,5 Juta atau Rp 23,3
Miliar setiap harinya (Yashuananda et al, 2018)

Sumber: Data diolah oleh penulis.
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industri baling-baling kapal, industri penangkapan
ikan, pelabuhan, transportasi, industri lepas pantai,
dan industri pertahanan. Berbagai realitas di
atas menunjukkan bahwa perairan laut Indonesia
menjadi wilayah penting karena berkontribusi
terhadap iklim global; memiliki banyak kekayaan
alam; dan dilintasi oleh banyak kapal penumpang,
dagang, maupun perang dari berbagai belahan dunia.
Hal-hal tersebut dapat menunjukkan Indonesia
sebagai negara maritim (Sumarno, 2012).

Meskipun begitu, sektor kelautan Indonesia
belum menjadi tulang punggung dari pertumbuhan
dan perekonomian nasional. Ini ditunjukkan
dengan rendahnya persentase sumbangsih terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya
dibandingkan negara lain.

Tabel 2. Persentase Kontribusi Laut Terhadap PDB.

Kawasan/Negara Persentase Kontribusi (2020)
Eropa 60% (Widodo, 2018)
Vietnam 57,63% (Widodo, 2018)
Tiongkok 48,4% (Widodo, 2018)
Indonesia 11,31% (Kominfo, 2022)

Pada Tabel 2 terlihat kontradiksi menyangkut
masih sedikitnya potensi kelautan yang dimanfaatkan
Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu
meningkatkan perhatian memanfaatkan maritim.
Luasnya wilayah laut dan berbatasan dengan
berbagai negara juga menyebabkan besarnya terjadi
risiko banyak kejahatan. Bermacam pelanggaran
hukum terjadi di laut, antara lain: penyelundupan
sumber daya hayati, perompakan, pencurian ikan
dan biota laut, perdagangan manusia, dan
pembajakan (Iswardhana e al, 2021). Apabila
bangsa Indonesia tidak menyadari potensi dan
ancaman maritim, maka kemajuan dan kemakmuran
negara dapat terhambat.

Sebaliknya, pemanfaatan laut berlebihan
juga dapat berdampak pada penurunan kualitas
lingkungan (Dirhamsyah, 2006). Terdapat beragam
dampak kerugian dari pemanfaatan alam berlebih,
diantaranya: berpotensi menyebabkan kepunahan
biota laut, pengelolaan sampah yang buruk
menyebabkan adanya pencemaran air, penggunaan
bom maupun pukat harimau membuat kerusakan
ekosistem terumbu karang, kegiatan transportasi
mengganggu kelangsungan biota laut, dan budidaya
tambak mengancam kelestarian mangrove. Berbagai
ancaman di atas erat kaitannya dengan kemudahan
transportasi, kemajuan  teknologi, liberalisasi
perdagangan, dan globalisasi. Bermacam hal tersebut
turut berdampak pada perubahan kehidupan sosial
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dan budaya masyaraat. Bangsa Indonesia menjadi
cenderung mementingkan diri sendiri dan tidak
mempedulikan orang lain (Iswardhana & Widiono,
2021). Adanya peningkatan perekonomian nasional
berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan
menyebabkan penggunaan sumber daya alam
berlebihan dan kerusakan lingkungan. Akibatnya,
terjadi berbagai ancaman perihal kelestarian dan
pelanggaran hukum dengan bermacam kejahatan
yang merusak laut nasional untuk kepentingan
pribadi (Chotimah er al., 2021). Berdasarkan
berbagai hal di atas dapat dipahami bahwa perairan
laut nasional memiliki berbagai macam peluang
dan ancaman terhadap perdagangan, kepelabuhan,
transportasi, mobilitas, logistik, dan telekomunikasi
yang mendukung laju perekonomian negara.
Beraneka ragam hal tersebut perlu dikelola lebih
baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan
bagi seluruh masyarakat Indonesia.

STRATEGI
LAUT

NASIONAL  PENGELOLAAN

Strategi dan Pengelolaan Laut

Histori masa lalu membuktikan bahwa
Indonesia memiliki peradaban dan kemajuan hebat
akibat penguasaan laut yang mumpuni. Sriwijaya,
Majapahit, dan Demak menjadi kerajaan yang
besar pada masanya dapat menjadi pembelajaran
kesuksesan kepemilikan dan pemanfaatan kekuatan
maritim yang hebat. Kerajaan-kerajaan masa lalu
menggunakan geopolitik dengan memaksimalkan
pengelolaan maritim yang menyebabkan dianggap
memiliki kejayaan dalam ekonomi dan politik
(Effendi, 2019). Berbagai kerajaan di nusantara
berhasil menjadi negeri yang makmur dan besar
didukung kekuatan armada maritim yang kuat
(Yulianti, 2014). Berbagai bangsa lain yang turut
menjajah Indonesia, seperti Portugis, VOC, Inggris,
Belanda, dan Jepang pun bisa menguasai Indonesia
sangat lama hingga 3,5 Abad karena didukung oleh
pengelolaan laut yang baik (Purwanto, 2015).

Meskipun awalnya Pemerintah Indonesia
Era Orde Lama dan Orde Baru belum memberikan
perhatian yang besar terhadap wilayah maritim.
Pola pembangunan lampau tersebut berfokus pada
daratan dan Jawa Sentris menyebabkan ketimpangan,
yang menyebabkan kelangkaan, tingginya harga
setiap barang, dan berujung pada tidak maksimalnya
pertumbuhan ekonomi nasional. Aksesibilitas antar
pulau di seluruh Indonesia yang menjadi jantung
ekonomi nasional belum sepenuhnya menjadi
prioritas pemerintah sebagai bagian tidak terpisahkan
dari pembangunan nasional. Padahal secara kondisi
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kenyataan ruang wilayah Indonesia 70% merupakan
berbentuk perairan laut yang perlu dimanfaatkan
dengan lebih optimal. Dibutuhkan pengembalian
identitas nasional sebagai bangsa maritim. Sebuah

bangsa yang tidak hanya bangga memiliki geografis

berupa dikelilingi lautan, melainkan sukses
memanfaatkan dan mengelola laut.
Pemerintah Indonesia kemudian

menghasilkan strategi bernama Poros Maritim
Dunia untuk mewujudkan laut sebagai kekuatan
negara, antara lain: 1) Pembangunan kembali
budaya maritim Indonesia, 2) Berkomitmen
dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut
dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut
melalui pengembangan industri perikanan dengan
menempatkan nelayan sebagai pilar utama, 3)
Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur
dan konektivitas maritim dengan membangun
tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri
perkapalan, serta pariwisata maritim, 4) Menerapkan
diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan
kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani
sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran
kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan
pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut
harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan
bukan memisahkan, dan 5) Membangun kekuatan
maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga
keselamatan pelayaran dan keamanan maritim
(Iswardhana, 2020).

Keberadaan Poros Maritim sebagai strategi
pembangunan kelautan nasional harus terintegrasi
dengan melibatkan tidak hanya aktor pemerintah,
melainkan juga masyarakat dan pelaku usaha.
Poros Maritim Dunia sebagai tujuan dan
kepentingan nasional memudahkan Indonesia
dalam bertransformasi menjadi negara maritim
maju dengan memperhatikan perlindungan hukum,
tata kelola yang profesional, penguatan budaya
bahari, ekonomi maritim, dan memperhatikan
kelestarian lingkungan. Keberadaaan Poros Maritim
Dunia merupakan awal yang baik dalam mencapai
pertahanan laut yang kuat melalui kontrol maritim.
Kebijakan Poros Maritim Dunia tersebut merupakan
‘pesan’ kepada dunia internasional tentang keseriusan
Pemerintah Indonesia dalam mengelola wilayah
lautannya sebaik mungkin.

Berdasarkan lima hal dalam Poros Maritim
Dunia tersebut merupakan bentuk geopolitik
Pemerintah Indonesia memanfaatkan perairan
laut lebih baik. Istilah geopolitik sebenarnya
merupakan sebuah teori tentang cara pandang
sebuah negara terhadap wilayahnya yang diawali
oleh Karl Haushofer ketika mendirikan “Institut fut
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Geopolitik” pada tahun 1925 bersama sekelompok
profesor Geografi Jerman. Terdiri atas Karl
Haushofer, Herman Lautensach, Ernst Obst, dan
Otto Maull. Keempat tokoh tersebut mengusulkan
sebuah bidang studi baru dengan nama Geopolitik
pada tahun 1928 (Iswardhana, 2022). Geopolitik
merupakan doktrin hubungan antara wilayah
dan kebijakan politik sebuah negara dengan
menitikberatkan pada faktor geografi. Geopolitik
dianggap penting mengingat sebuah negara tidak
bisa memilih atau menukar wilayahnya, sebaliknya
negara harus dapat mengelola wilayahnya dengan
maksimal (Bassin, 2016). Geopolitik berkembang
sebagaimana dijelaskan oleh Hans Weigert bahwa
bidang ini merupakan ilmu yang menghubungkan
antara peristiwa politik dalam kaitannya dengan
wilayah sebuah negara. Bahwa adanya faktor geografis
setiap negara akan menentukan perilaku masyarakat
dan tindakan politik pemerintah. Frederick Ratzel
turut menjabarkan geopolitik sebagai teori ruang,
yakni negara memerlukan adanya ruang atau wilayah
untuk berkembang yang selanjutnya menyebabkan
adanya  perluasan wilayah. Haushofer juga
menjelaskan faktor geografis menyebabkan adanya
ekspansi, akibat adanya tuntutan ekonomi, sosial,
ras. Berikutnya Halford Mackinder menjelaskan
bahwa siapa saja yang menguasai wilayah-wilayah
yang strategis, maka dapat dianggap menguasai
dunia (Tuathail, 1996).

Poros  Maritim
Indonesia ~ juga

Dalam  melaksanakan

sebagai  geopolitik,
perlu  mempertimbangkan aspek pengelolaan
berkelanjutan. Pendekatan tidak boleh hanya
berorientasi pada sisi ekonomi saja, melainkan
juga harus memperhatikan lingkungan dan
masyarakat. Apalagi pemulihan kelestarian di laut
membutuhkan waktu lama dan usaha yang lebih
besar (Iswardhana, 2022). Dapat dipahami bahwa
Poros Maritim Dunia sebagai strategi nasional akan
menentukan kemampuan negara menunjukkan
geopolitik  kedaulatannya, jika gagal memiliki
mengimplementasikan pola pikir secara konkret
dapat melemahkan negara tersebut. Sebaliknya,
apabila Indonesia berhasil melaksanakan strategi
maritim, negara ini akan menjadi negara maju dalam

dua hingga tiga dekade ke depan.

Dunia

Bersumber pada Poros Maritim Dunia,
pengelolaan laut Indonesia dapat dijabarkan dalam
empat (4) langkah nyata, antara lain:

1. Pengelolaan tata kelola kelembagaan keamanan
laut  Indonesia  perlu  dilakukaan secara
terkoordinasi antar aktor penegak hukum.
Saat ini terdapat berbagai lembaga negara yang
menjaga keamanan laut, diantaranya: TNI AL,

129



Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta | Iswardhana, M. R

Vol. 13, No. 2, Desember 2023, pp. 125-139
[ C—

Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polairud,
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),
dan Bea Cukai (Iswardhana et al, 2021). Terlalu
banyaknya lembaga yang mengawasi laut
dianggap menghambat perwujudan geopolitik
maritim karena tumpang-tindih kewenangan
dan persaingan antar lembaga. Indonesia
perlu memiliki sebuah lembaga keamanan laut
koordinator untuk mendukung perlindungan
wilayah laut yang berbatasan dengan berbagai
negara di Asia Pasifik (Wibawa et al, 2021). Perlu
adanya keterpaduan antar penegak hukum perlu
melalui sinergitas seluruh komponen penegak
hukum. Apabila terdapat lembaga keamanan
laut tunggal yang kuat dapat meminimalkan
krisis, sengketa, konfrontasi, dan perang.
Dengan terciptanya keamanan laut menyebabkan
perbatasan laut yang aman, mencegah terjadinya
berbagai tindak kejahatan, dan mendukung
kegiatan ekonomi. Apalagi terdapat berbagai
selat dan laut di ketiga ALKI membutuhkan
perhatian outward looking dengan menciptakan
lembaga keamanan laut tunggal melindungi
pelayaran  seiring  dinamika  internasional
(Kusumastanto, 2015).

. Melaksanakan diplomasi maritim untuk menjaga
kedaulatan negara yang berhubungan dengan
supremasi hukum dan perlindungan. Selama
tahun 2022, tercatat 438 kapal Vietnam memasuki
perairan Natuna utara yang melakukan tindakan
penangkapan ikan secara ilegal (Kompas, 2023).
Sementara wilayah-wilayah Indonesia lainnya
seperti Selat Malaka, Selat Makassar, Selat
Ombai, dan Selat Obi tidak tercatat. Berdasarkan
realitas tersebut, Pemerintah Indonesia melalui
lembaga-lembaga penegak hukum di laut perlu
meningkatkan patroli di seluruh wilayah perairan
Indonesia  dengan  melibatkan  masyarakat
pesisir. Keberadaan para nelayan memberikan
pesan bahwa wilayah tersebut adalah kawasan
perairan Indonesia. Nelayan-nelayan juga dapat
membagikan informasi dan peristiwa yang terjadi
di laut perbatasan jika terjadi tindakan yang
mengancam kedaulatan laut nasional. Diplomasi
maritim juga dapat dilaksanakan dalam bentuk
kerja sama antar lembaga keamanan laut dengan
mitra dari negara lain. Kerja sama tersebut dapat
berbentuk kunjungan pimpinan, pertukaran
pasukan, pertukaran informasi, latihan gabungan,
dan pembuatan kerja sama resmi. Melalui kerja
sama lintas negara, lembaga keamanan laut
nasional belajar dari negara lain yang dianggap
lebih canggih dan maju. Diplomasi maritim dapat
pula dimanfaatkan ketika terjadi permasalahan di
wilayah perbatasan dengan mengutamakan pada
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. Peningkatan sumber daya

komunikasi dan pertukaran data.

. Mengelola sumber daya hayati kelautan dengan

bijaksana dan berkelanjutan. Berdasarkan data
IOJT tahun 2023, hampir seluruh perairan
Indonesia mengalami pencemaran laut yang
diakibatkan oleh tumpahan minyak, seperti
Selat Malaka, Selat Karimata, Laut Jawa, dsn
Selat Makassar. Tumpahan tersebut tidak hanya
merusak terumbu karang, melainkan juga
membunuh sumber daya laut secara keseluruhan
(IOJI, 2023). Perlu pendayagunaan sumber daya
hayati maritim yang memperhatikan lingkungan,
seperti: menjaga kelestarian terumbu karang,
tidak merusak habitat, menggunakan alat tangkap
yang ramah lingkungan, memiliki batasan dan
selektif dalam menangkap ikan ukuran maupun
jenis tertentu, tidak membunuh flora fauna
yang dilindungi, dan tidak membahayakan
keselamatan nelayan. Selain itu, pengelolaan
sumber daya kelautan dapat menggabungkan
pendekatan tradisional dan teknologi modern
melalui penggunaan musim dan pembibitan agar
dapat menghasilkan komoditas yang bernilai jual
tinggi. Pemerintah juga harus selektif dalam
memberikan izin dan meningkatkan pengawasan
terhadap penangkapan ikan asing untuk
meningkatkan produksi nelayan lokal. Berbagai
hal tentang pengelolaan sumber daya secara bijak
di atas harus dilaksanakan untuk menunjukkan
Indonesia memiliki kekuatan laut yang kuat.

manusia,
produktivitas, dan kesejahteraan nelayan melalui
peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
untuk mewujudkan budaya bahari. Fakta
membuktikan bahwa 90% nelayan Indonesia
mengalami  kemiskinan. Terdapat berbagai
penyebab  kemiskinan nelayan, diantaranya:
keterbatasan  pendidikan  dan  pelatihan,
rendahnya modal, keterbatasan peralatan, harga
ikan yang tidak menguntungkan, dan ancaman
nelayan asing (Anwar dan Wahyuni, 2019).
Perlu adanya pemberdayaan nelayan melalui
edukasi mengenai budaya maritim sebagai
sebuah identitas kebanggaan, edukasi peluang
kekayaan laut, pelatihan dan pengembangan
usaha keekonomian bisnis, geopolitik perbatasan
laut, dan ajakan menjaga keamanan bersama
(Anriani et al, 2019). Peningkatan SDM dapat
pula dilakukan melalui pembuatan aturan
tentang kewajiban dan pembagian keuntungan
antar pelaku usaha, penataan usaha perikanan
dengan pembagian hasil yang adil, pembentukan
kelompok-kelompok usaha dan koperasi bagi

nelayan, pelatihan pengelolaan tangkap ikan dan
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keuangan, pemberdayaan keterampilan dasar
teknis, pelatihan pelaksanaan perikanan dan
pertambangan laut (Nugroho, 2018), pelatihan
evakuasi bencana dan kecelakaan, peningkatan
konektivitas antar pulau kecil, perbaikan sarana
dan prasarana bagi nelayan maupun tempat
tinggalnya, pemanfaatan teknologi (Iswardhana,
2021), dan pemberdayaan masyarakat terkait
pariwisata maritim (Rif’an, 2018). Pelatihan,
pendampingan, dan pemberdayaan  harus
dilakukan agar para nelayan dapat mandiri.
Profesi nelayan harus menjadi mata pencaharian
yang terhormat dengan prospek kesejahteraan
baik sehingga menjadi profesi yang menarik
bagi generasi muda di desa. Realitasnya nelayan
cenderung merupakan orang-orang tua yang
kurang mendapatkan perhatian berdampak
pada rendahnya produktivitas dan hidup dalam
kemiskinan (Arifin ez al, 2020). Nelayan
cenderung miskin karena didominasi oleh nelayan
buruh yang memperoleh penghasilan relatif kecil
dan pendidikan yang rendah sementara jumlah
total penghasilan per kapal sebenarnya cukup
besar (Kurniasari, 2016).

Keempat kebijakan nyata pengelolaan laut
Indonesia  tersebut  merupakan  implementasi
dari teori kekuatan laut. Teori kekuatan laut
merupakan pendekatan yang melihat kemampuan
sebuah negara dapat mendayagunakan unsur
kelautan dengan maksimal untuk kemajuan
sebuah bangsa. Kemajuan dan kejayaan sebuah
negara ditentukan oleh kemampuan pemerintah
dalam mengelola segala potensi yang berkaitan di
maritim. Jika negara tersebut dapat melindungi,
mengelola, dan mengendalikan wilayah maritimnya
tentunya dapat menggunakan hal tersebut untuk
kepentingan nasional dan mencegah gangguan dari
negara lain. Teori kekuatan laut secara garis besar
menitikberatkan pada beberapa hal, antara lain:
kondisi geografis, realitas negara dikaitkan dengan
laut, dampak kelautan terhadap masyarakat, besaran
jumlah penduduk, karakteristik masyarakat, dan
prioritas pemerintah (Mahan, 1987).

Teori ini dapat dibagi menjadi dua dimensi,
yakni: Pertama, dimensi taktis bahwa maritim
memiliki aspek yang strategis sebagai sebuah
karakter bangsa ditunjukkan dengan negara
memandang wilayah lautnya untuk kepentingan
nasional. Dimensi ini berdampak pada karakter
sebuah negara, gagasan nasional, nilai-nilai yang
dianut bersama, dan perencanaan jangka panjang
dalam pengelolaan laut. Bahwa laut tidak hanya
dianggap sebatas sebagai sarana, melainkan sumber
dari SDA untuk mewujudkan kesejahteraan
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masyarakat dan kemajuan sebuah negara. Kedua,
dimensi implementasi merupakan upaya nyata
dalam pemanfaatan wilayah laut berupa industri
sumber daya, transportasi, perdagangan, keamanan,
dan pertahanan nasional. Teori kekuatan laut tidak
hanya menitikberatkan pada bidang keamanan dan
pertahanan saja, melainkan juga seluruh peluang,
baik kekayaan alam, perdagangan, dan transportasi.
Meskipun pada realitasnya manusia tinggal di
daratan, namun tetap memerlukan laut sebagai
sumber kehidupan dan penghubung antar wilayah.
Apabila dapat menguasai laut dapat lebih mudah
untuk memengaruhi dunia internasional.

Dalam mencapai teori kekuatan laut dijelaskan
perlunya fokus pembangunan maritim dengan
menggabungkan kekuatan militer dan ekonomi
secara bersamaan. Sebagaimana 70% wilayah
Indonesia berbentuk lautan, keberadaan kekuatan
laut dapat mendukung peningkatan daya saing dan
mewujudkan keamanan nasional. Diplomasi maritim
juga menjadi unsur yang penting melalui kerja sama
dan kehadiran lembaga penegak hukum di laut dalam
rangka menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Adanya pelibatan nelayan dalam diplomasi maritim
juga untuk menunjukkan kepada dunia internasional
bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang
kuat. Sementara pengelolaan kekayaan laut yang
bijak dapat terjadi apabila masyarakat pesisir sudah
memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Semakin
berkualitas SDM nelayan Indonesia berdampak
pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan
komunitas pesisir. Dapat dipahami apabila keempat
kebijakan pengelolaan laut Indonesia dapat tercapai
maksimal maka Indonesia menjadi negara yang
memiliki kekuatan laut mumpuni.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LAUT DIY
TERHADAP SAMUDERA HINDIA

Pemanfaatan Wilayah Laut DIY di Samudera
Hindia

Provinsi DIY berada di wilayah strategis
karena berada di tengah Pulau Jawa bagian selatan
dengan diapit oleh Provinsi Jawa Tengah dan Jawa
Timur di daratan. Penentuan DIY dipilih mengingat
wilayah ini dianggap menjadi “mini-Indonesia” yang
memiliki garis pantai yang panjang, namun masih
berfokus di daratan. Wilayah ini memiliki otonomi
khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta merupakan
pengakuan terhadap DIY yang memiliki kekhususan
atas dasar filosofis, historis, dan budaya. Pemerintah
DIY memiliki kewenangan dalam menjalankan
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otonomi daerah dalam bentuk jabatan, kewenangan,
tata ruang, pertanahan, dan kebudayaan (BPK
Yogyakarta, 2013). Implementasi otonomi khusus
dengan memperhatikan kondisi nyata, kebutuhan
masyarakat, idealisme pemerintah, dan pagu
anggaran. Hubungannya dengan pengelolaan
laut, Pemerintah DIY melalui otonomi daerah
menetapkan kebijakan sebagai fokus pembangunan
dengan memperhatikan pada kondisi wilayah dan
strategi nasional Poros Maritim Dunia.

Daerah ini awalnya cenderung banyak
melakukan pembangunan di permukaan darat,
mengingat pengembangan wilayah lebih banyak pada
Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang relatif
berdekatan Kota Solo dan Kabupaten Magelang,
Provinsi Jawa Tengah. Sementara pengembangan
infrastruktur di Kabupaten Gunung Kidul cenderung
tertinggal karena dekat dengan Kabupaten Pacitan,
Jawa Timur dan Kabupaten Bantul maupun
Kulon Progo mengalami ketimpangan dan
mengalami perkembangan yang lambat, terutama
pembangunan di wilayah pantai (Nabila & Laut,
2021). Apalagi dalam lima belas tahun terakhir
pembangunan di DIY lebih banyak dilakukan pada
wilayah daratan, seperti infrastruktur jalan, fasilitas
umum, destinasi pariwisata, dan akomodasi turisme
(Budiman, 2015).

Padahal realitasnya provinsi ini menghadap
ke Samudera Hindia yang berbatasan hingga negara
Australia. Provinsi DIY memiliki garis pantai
sepanjang 126 km pada Kabupaten Bantul, Gunung
Kidul, dan Kulonprogo menunjukkan posisi
strategis yang memiliki beragam potensi dan
keuntungan ekonomi. Keberadaan ketiga kabupaten
tersebut selanjutnya dapat dikembangkan menjadi
berbagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah
selatan Pulau Jawa, diantaranya: pusat pariwisata
kelautan (Sudarsono & Susantun, 2019), pusat
perdagangan maritim, pusat industri perikanan
(Kamim ez al, 2018), pusat pendidikan dan
riset bahari, dan pusat olahraga air (Hadi & Yulianto,
2021).

Kondisi tersebut kemudian ditindaklanjuti
dengan dicetuskannya gagasan Gubernur Provinsi
DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berupa
visi “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk
Kemuliaan Martabat Masyarakat Yogya” pada
Agustus 2017 (Wibawa, 2017). Visi tersebut
dijelaskan dalam lima misi, antara lain: peningkatan
kualitas hidup masyarakat, peningkatan keragaman
ekonomi,  peningkatan = harmoni  bersama,
penyelenggaran pemerintah yang demokratis, dan
prilaku bermartabat dari aparatur pemerintahan
(DPRD DIY, 2017). Sementara periode berikutnya,
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Gubernur Provinsi DIY melanjutkan visi tersebut
hingga tahun 2027 dengan berfokus pada
pengelolaan laut berkelanjutan (blue economy),
kerja sama pengelolaan samudera (Collaboration
and  global  governance), dan  memperkuat
pemanfaatan perairan laut (The Maritime Silk Road)
(Pemerintah DIY, 2022).

Visi tersebut sebagai respons atas kenyataan
tiga dari enam kota/kabupaten di provinsi ini
berbatasan langsung ke Samudera Hindia yang
menjadi identitas dari DIY dalam mengembangkan
potensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.  Sebagai  contoh  pengembangan
pengembangan berbasis kelautan dapat terlihat
pada pembangunan Bandar Udara Yogyakarta
International Airports (Bandara YIA) di Temon,
Kulonprogo. Bandara YIA menghadap ke Samudera
Hindia sebagai bukti implementasi awal Visi Sri
Sultan tersebut (Kemenhub, 2017).

Keberadaan Visi  Gubernur DIY juga
merupakan pengejawantahan dari Poros Maritim
Dunia. Visi tersebut tidak hanya menjadi identitas
budaya masyarakat Yogyakarta sebagai komunitas
maritim, melainkan juga pengembangan ekonomi
maritim memiliki hubungan erat guna mewujudkan
kedaulatan pangan. Hal tersebut juga didukung
adanya partisipasi berbagai lembaga dan masyarakat
bekerja sama dalam mencegah kerusakan lingkungan
dan kejahatan laut hingga terciptanya keamanan
maritim. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan
bahwa kelima hal dalam Poros Maritim Dunia
diimplementasikan dengan lebih konkret pada
tingkat daerah melalui visi “Menyongsong Abad
Samudera Hindia”.

Provinsi DIY sebagai salah satu pusat
pengetahuan dan turisme di Indonesia diharapkan
dapat memperkuat Visi Gubernur DIY tersebut.
Keberadaan berbagai lembaga akademik juga dapat
memberikan masukan kepada pemerintah tentang
kebutuhan masyarakat pesisir. Sebaliknya Yogyakarta
sebagai ikon pariwisata dapat dikatakan masih belum
memanfaatkan pariwisata maritim secara maksimal
sebagaimana Bali, Manado, maupun Bangka
Belitung. Perlu adanya penyamaan persepsi tentang
pentingnya pengembangan dan pengelolaan potensi
kelautan dan kemaritiman di Provinsi DIY. Adanya
pendidikan dan pariwisata dapat berperan penting
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
pertumbuhan ekonomi wilayah.

Terdapat  persoalan  mendasar  dalam
pengimplementasian Visi Gubernur DIY tersebut
adalah masih terbatasnya fasilitas kelautan berupa
pelabuhan. Padahal pelabuhan merupakan pusat
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aktivitas ekonomi penting dalam pemanfaatan
sumber daya laut. Pelabuhan dapat meningkatkan
pemasukan pendapatan daerah, penyediaan lapangan
pekerjaan, dan penyediaan ikan segar (Arsyad, 2014).
Sementara di DIY keberadaan pelabuhan perikanan
masih terbatas jumlah maupun kualitas. Sebagai
contoh, DIY hanya memiliki tiga (3) Pelabuhan
Kelas C/PPI, dengan dua diantaranya masih dalam
pembangunan.

Kondisi Masyarakat Pesisir DIY

Secara geografis di selatan DIY tidak memiliki
pulau-pulau terluar, tetapi seluruh wilayah berbentuk
pantai dan tidak ada teluk ataupun pulau untuk
transit dan berlindung. Sebagai contoh nelayan yang
melaut dari Pelabuhan Perikanan Sadeng, Gunung
Kidul maka harus kembali lagi ke titik semula.
Sementara apabila terjadi badai ataupun angin
kencang, nelayan tidak dapat dengan mudah untuk
menghindar. Akibatnya harus menunggu badai
reda para nelayan dapat kembali (Suryani, 2020).
Apalagi kapal-kapal nelayan yang ada di Provinsi
DIY cenderung masih kapal yang kecil dengan
bobot kurang dari 15 Gross Ton (Pratama, 2016).
Kondisi tersebut menyebabkan para nelayan tidak
bisa memaksimalkan produktivitasnya, mengingat
jarak yang pendek dan teknologi relatif sederhana.

Sementara dari ratusan kilometer garis pantai
Provinsi DIY tercatat hanya memiliki tiga (3)
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPI), diantaranya: PPI
Sadeng dan PPI Gesing di Kabupaten Gunung Kidul
dan PPI Adi Karto Kabupaten Kulon Progo. Namun
kenyataanya, PPI Sadeng dapat dikatakan sudah
padat hingga berisi 100 kapal nelayan, sementara
untuk PPI Adi Karto dan Gesing belum sepenuhnya
selesai  proses pembangunan. Memperhatikan
kondisi tersebut, banyak nelayan yang justru memilih
untuk transit ke wilayah Cilacap, Jawa Tengah dan
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Gambar 2. Daftar Pantai Yogyakarta Yang Dapat Menjadi PPI.
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Pacitan, Jawa Timur. Keterbatasan tempat sandar
atau pelabuhan ikan turut menyebabkan nelayan
harus berangkat dan pulang di tempat yang sama,
padahal jarak dan waktu yang dibutuhkan jauh dan

lama.

Pemerintah DIY perlu membuat PPI baru
karena nelayan-nelayan DIY tidak mungkin
mewujudkan hal tersebut. Sebaliknya, kebutuhan
masyarakat nelayan di pesisir DIY memerlukan
memiliki lima hingga enam PPI di sepanjang
DIY dengan memperhatikan dari jumlah kapal
dan nelayan di DIY. Sebagai contoh, Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) Gesing dan Sadeng dahulu
dikembangkan menjadi PPI. Berkaca pada hal
tersebut, terdapat TPI Parangtritis, TPI Depok,
TPI Trisik, TPI Kretek, TPI Ngrenehan yang
dapat dikembangkan menjadi PPI pada masa
mendatang. Sebagaimana pada Gambar 2, terlihat
terdapat banyak pantai di sepanjang pesisir DIY
yang dapat dibangun TPI dan PPI. Namun, hanya
Pantai Sadeng yang dapat dikembangkan menjadi
TPI dan PPI. Idealnya ketiga kabupaten tersebut
masing-masing memiliki satu hingga dua PPI
(Herlambang, 2021).

Jika pemerintah tidak dapat membangun
fasilitas PPI secara lengkap atas pertimbangan
tertentu, setidaknya dapat membuat kolam sandar
/' pelabuhan kecil pada TPI yang sudah ada.
Apalagi, keberadaan kolam sandar tersebut juga
dapat difungsikan untuk mendukung kegiatan
lainnya, misalnya: kapal patroli, evakuasi, dan
latihan bersama. Apabila pemerintah tidak segera
membangun kolam sandar dan mengembangkan
PPI, dikhawatirkan memunculkan adanya pelabuhan
ilegal atau “pelabuhan tikus”, yang menghambat
terwujudnya Poros Maritim Dunia, misalnya:
penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan
masuknya terorisme.

= L
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Menindaklanjuti keempat hal di atas, perlu
dilakukan pengelolaan kelautan sebagai identitas
Provinsi DIY dalam berbagai hal, diantaranya
(Herlambang, 2021):

1. Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPI), diantaranya: Sadeng, Adi
Karto, dan Gesing. Sebelumnya Provinsi DIY
hanya terdapat satu (1) PPI, yakni PPI Sadeng,
Gunung Kidul yang dibangun sejak tahun 1992.
Selanjutnya merespons adanya kebutuhan dari
masyarakat pesisir dibangunlah PPI Adi Karto
dan PPI Gesing. PPI Adi Karto, Kulon Progo
dibangun pada tahun 2010 dan dikembangkan
pada tahun 2018. Sementara PPI Gesing, Gunung
Kidul saat ini sedang dalam proses pembangunan
sejak 2022. Akan tetapi, dari ketiga PPI tersebut
cenderung hanya berada di wilayah Kabupaten
Kulon Progo dan Gunung Kidul saja. Belum ada
PPI yang berada di Bantul, padahal kabupaten

ini juga memiliki wilayah pesisir luas.

Dalam hal ini, menurut penulis perlu untuk
dibangun sebuah kolam sandar di TPI Parangtritis
atau TPI Depok, Bantul. Kolam sandar kemudian
dikembangkan menjadi PPI. Pemilihan TPI
Parangtritis atau TPI Depok didasarkan pada
adanya Muara Sungai Opak sebagai wilayah
yang strategis. Selain itu, di Kabupaten Bantul
sudah memiliki pabrik es yang dapat mendukung
penyimpanan hasil tangkap ikan. Pengembangan
TPI Depok tersebut dapat digunakan untuk
fasilitas pengembangan riset kelautan dan
pariwisata maritim karena berdekatan dengan
akses Jalan Parangtritis sebagai jalan nasional

(Gambar 3).

Pembangunan kolam sandar di TPI Parangtritis
atau TPI Depok penting untuk mewujudkan
Poros Maritim Dunia. Pembangunan tersebut
sebagaimana komitmen pembangunan

infrastruktur dan mengelola sumber daya
laut dalam bentuk kedaulatan pangan dalam
upaya membangun kembali budaya maritim.
Pembuatan  kolam sandar tersebut juga
mendukung dari Visi Gubernur DIY berfokus
pada laut sebagai halaman depan. Visi tersebut
harus dilakukan pemerintah secara nyata
dalam bentuk pembangunan infrastruktur agar
masyarakat bisa memperoleh manfaat secara
langsung. Peningkatan kelas pelabuhan turut
mendorong perkembangan industri-industri lain
yang berkaitan dengan kelautan, seperti kapal,
permesinan, industri es, dan pangan maritim.

Pembangunan pos pengawasan oleh Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI
AL) dan Direktorat Kepolisian Air dan Udara
(Ditpolairud) pada wilayah pesisir di ketiga
kabupaten di Provinsi DIY. Berawal dari Pantai
Congot, Kabupaten Kulonprogo di wilayah
paling barat dan berakhir di Pantai Sadeng,
Kabupaten Gunung Kidul di wilayah paling
timur. Bentuk pengamanan dilakukan dengan
pembangunan pos-pos pengawasan sepanjang
garis pantai. Sementara saat ini baru terdapat
enam pos pengamanan, antara lain: Pos Samas,
Kulwaru Parangtritis, dan Depok, di Kabupaten
Bantul; Pos Sadeng di Kabupaten Gunung
Kidul; Pos Congot di Kabupaten Kulon Progo
(Sutarmi, 2015). Pembangunan pos pengamanan
yang sudah ada dapat mendukung waktu-waktu
tertentu, misalnya saat menjelang Natal dan
Tahun Baru, Idul Fitri, dan libur panjang sekolah.
Pembangunan pos sementara tersebut karena
terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang
berkunjung ke pesisir DIY. Sementara pada saat
yang bersamaan sedang terjadi perubahan musim
yang menyebabkan angin kencang, pasang, dan
peningkatan tinggi ombak (Jogja Tv, 2015).
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Gambar 3. Lokasi TPI Pantai Depok dan Akses Jalan Nasional.
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Perlu dilakukan penambahan pos pengamanan
untuk perlindungan kepada masyarakat, menjaga
wilayah pariwisata, dan mengevakuasi ketika
bencana dan kecelakaan. Pembangunan pos
keamanan juga dapat melibatkan Satuan Polisi
Pamong Praja (Pol PP) dan Satuan Perlindungan
Masyarakat (Satlimnas). Sementara hal yang
telah dilakukan pemerintah berupa koordinasi
pengamanan antara masyarakat dengan Bintara
Pembina Desa (Babinsa) dari Koramil 0729/01
Bantul dan Bhayangkara Pembina Kamtibmas
(Bhabinkamtibmas) dari berbagai Kepolisian
Sektor (Polsek) di ketiga kabupaten. Pengamanan
terkoordinasi lintas lembaga tersebut berhasil
mencegah adanya kegiatan penyelundupan
manusia.  Sebagaimana  diketahui, pernah
dilakukan penggagalan aktivitas penyelundupan
manusia di wilayah DIY pada tahun 2010,
2014, dan 2015. Hingga periode 2016-2022
tidak ditemukan adanya kegiatan tersebut
karena sinergitas yang kuat lintas lembaga dan
masyarakat di sepanjang pesisir DIY.

Selain itu, perlu ditingkatkan kegiatan patroli
TNI AL dan Ditpolairud. Kedua lembaga
tersebut  biasanya melakukan patroli rutin
untuk mencegah pelanggaran hukum. Tercatat
pelanggaran hukum paling banyak terjadi oleh
aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan yang
berasal dari luar DIY. Seperti diketahui, terdapat
adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang
dikeluarkan oleh Syahbandar setempat untuk
meninggalkan pelabuhan dan berlayar. Akan
tetapi, para nelayan yang menangkap ikan
di perairan DIY justru kebanyakan berasal
dari Cilacap dan Pacitan. Adanya patroli
guna menghalau para nelayan dari Jawa Tengah
dan Jawa Timur untuk meninggalkan wilayah
laut DIY.

Kegiatan patroli biasanya dilakukan dari PPI
Sadeng yang berada di wilayah paling barat
dengan berbatasan Pacitan, Jawa Timur lalu ke
arah timur ke PPI Adi Karto yang berdekatan
dengan Cilacap, Jawa Tengah. Akan tetapi,
tidak jarang akibat kondisi ombak yang tinggi
dan hujan deras menyebabkan patroli tidak
bisa dilakukan secara maksimal. Selain itu,
keterbatasan  peralatan dan Bahan Bakar
Minyak (BBM) mengurangi intensitas dari
patroli. Realitas tersebut menyebabkan Markas
Besar Kepolisian RI (MABES POLRI) kerap
memberikan bantuan sarana dan prasarana
untuk mendukung operasi patroli mengingat
risiko dan ancaman yang begitu besar
ditunjukkan dengan berbatasan langsung dengan
Samudera Hindia dan Australia.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Perlu dilanjutkannya operasi evakuasi bencana
dan kecelakaan terhadap nelayan dan wisatawan.
Realitas Provinsi DIY yang berbatasan langsung
dengan Samudera Hindia menyebabkan wilayah
pesisir memiliki ombak tinggi. Apalagi pada
bulan-bulan tertentu, terjadinya angin kencang
dan  peningkatan ombak  membahayakan
masyarakat. Padahal, pada wilayah selatan DIY
merupakan daerah pariwisata dan perikanan
yang banyak dikunjungi masyarakat. Bahkan
wisatawan tidak jarang nekat mendekati
pinggir pantai meskipun sudah ada peringatan.
Akibatnya terjadi kecelakaan hingga korban
jiwa. Sebenarnya TNI AL dan Ditpolairud
Polda telah bekerja sama dengan Badan SAR
Nasional (BASARNAS) membuat Tim Siaga
SAR. Keberadaan tim tersebut melaksanakan
berbagai upaya pencegahan dan evakuasi
berbagai di pantai sepanjang DIY. Berbagai hal
yang telah dilakukan, diantaranya: pembuatan
papan peringatan, pelaksanaan himbauan secara
rutin, dan pencarian evakuasi ketika bencana.
Tim Siaga SAR juga rutin diperbantukan ketika
bencana alam, seperti angin beliung, gempa
bumi, dan badai. Hal tersebut untuk melakukan
pengecekan dan melakukan pertolongan pertama,
memastikan tidak ada korban bencana yang gagal
diselamatkan, dan membantu merelokasi puing-
puing akibat kerusakan pada rumah warga.

Selain itu, Tim Siaga SAR yang sudah ada
telah membuat program Quick Respons untuk
melakukan evakuasi secepatnya ketika terjadi
kecelakaan laut. Tindakan cepat ini dilakukan
berupa menyelamatkan korban kurang dari
sepuluh (10) menit untuk menyelamatkan nyawa
korban agar tidak terseret jauh ke tengah laut
dan tenggelam. Setelah berhasil diselamatkan,
korban mendapatkan pengobatan untuk dirujuk
ke rumah sakit terdekat. Program ini penting
karena seringkali terjadinya korban jiwa akibat
terlambat diselamatkan dan korban mengalami
kepanikan sehingga tenggelam tergulung arus
bawah air.

. Melanjutkan kolaborasi pengamanan bersama

masyarakat. TNI AL dan Ditpolairud Polda
telah berkolaborasi bersama warga setempat
sebagaimana adanya mitra binaan melalui
Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas),
Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat
(FKPM), dan Bintara Pembina Potensi Maritim
(Babin Maritim). Kerja sama penegak hukum
dan masyarakat tersebut berhasil mencegah upaya
penyelundupan manusia secara ilegal ke Australia
pada periode 2010, 2014, dan 2015. Kemitraan ini
juga mencegah aktivitas penyelundupan senjata
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dan narkoba akibat eratnya hubungan antara
warga dan penegak hukum. Adanya kemitraan
tersebut ditunjukkan pula berupa masyarakat
aktif melapor kepada Babinsa, Bhabinkamtibmas,
dan Babin Maritim tentang kegiatan-kegiatan
dianggap mencurigakan. Kegiatan prostitusi
terselubung dan penambangan pasir ilegal di
pantai juga pernah diungkap dan diselesaikan
secara hukum berkat adanya laporan masyarakat.

4. Pemberian bantuan sosial (bansos) dan vaksinasi
kepada masyarakat. Ketika terjadinya Pandemi
COVID-19 pada periode 2019-2021 menyebabkan
lumpuhnya kegiatan  masyarakat.  Kondisi
tersebut menyebabkan banyak warga kehilangan
pekerjaan bidang pariwisata, perdagangan, dan
aktivitas ekonomi lainnya hingga meningkatkan
pengangguran. Hal tersebut ditindaklanjuti
melalui TNI AL dan Ditpolairud berupa
pemberian bansos selama masa Pandemi. Bansos
diberikan kepada warga yang berada di sepanjang
pesisir DIY dengan memberikan bahan makanan
pokok. Dilakukan juga vaksinasi massal kepada
2.600 warga di pesisir selatan DIY dari wilayah
Pantai Congot hingga Sadeng. Sebaiknya kedua
lembaga keamanan laut tersebut juga terus
memberikan himbauan kepada masyarakat dalam
bentuk ceramah ataupun kegiatan keagamaan
guna memberikan edukasi menghadapi pandemi
dan permasalahan maritim.

MENINJAU KEMBALI TATA KELOLA
MARITIM INDONESIA DAN DIY

Dalam analisis penulis menemukan bahwa
pemerintah pusat dan daerah harus senantiasa
memberikan perhatian terhadap pengelolaan laut,
utamanya pemanfaatan sumber daya dan pangan.
Laut memiliki kekayaan alam yang berlimpah
dapat digunakan meningkatkan gizi masyarakat dan
pendapatan negara. Melalui Poros Maritim Dunia
sebagai geopolitik Indonesia, sinergitas penegak
hukum dan diplomasi maritim perlu dilanjutkan
untuk memberikan rasa aman. Implementasi kedua
hal tersebut yang sudah ada sudah baik, namun
terdapat kekhawatiran bahwa keberlanjutan dapat
terhambat seiring dengan pergantian jabatan
dan pemimpin lembaga.  Upaya pencegahan
dan  pengurangan sampah harus senantiasa
dilakukan kepada masyarakat melalui sosialisasi
agar pencemaran sampah di laut dapat berkurang.
Pemerintah tidak boleh hanya menghimbau, namun
dapat lebih aktif melibatkan masyarakat melalui
pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan
dan peningkatan SDM  masyarakat pesisir.
Sementara Provinsi DIY sebagai salah satu wilayah
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yang memiliki garis pantai yang panjang dan wilayah
pesisir berbatasan langsung pada Samudera Hindia
dan Australia perlu diapresiasi adanya gagasan
pembangunan menitikberatkan maritim.

Melalui  Visi  Gubernur DIY

yang
menempatkan pesisir sebagai beranda depan
menyebabkan pergeseran fokus pembangunan

yang tidak hanya pada daratan, melainkan juga
perairan laut. Pengelolaan Samudera Hindia
di DIY terkait pelabuhan TPI dan PPI masih
memerlukan peningkatan. Keberadaan PPI yang
sudah ada belum menjangkau setiap kabupaten.
Penyelenggaran keamanan melalui pos pengawasan,
operasi evakuasi, kolaborasi pengamanan bersama
masyarakat, dan pemberian bansos sudah memenuhi
harapan masyarakat. Namun, pemerintah perlu
tetap melanjutkan berbagai kebijakan tersebut
agar masyarakat sadar untuk menjaga keamanan
dan kelestarian pesisir sehingga dapat mencapai
kekuatan laut yang hebat.

Untuk mendukung penerapan Visi Gubernur
DIY yang lebih maksimal, akan lebih baik jika
Pemerintah DIY melakukan pembangunan kolam
sandar di TPI Parangtritis dan/atau TPI Depok
yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi PPI.
Kolam sandar tersebut dianggap menguntungkan
karena berada di tempat yang strategis, sebagaimana
berlokasi di Muara Sungai Opak, terdapat pabrik
es di bantul, berdekatan dengan Jalan Parangtritis
sebagai jalan nasional, dapat dikembangkan sebagai
fasilitas pengembangan riset kelautan, dan belum
ada TPI yang berlokasi di Kabupaten Bantul. Usulan
ini merupakan permintaan yang disampaikan
masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas dan
kesejahteraan kehidupannya.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki
wilayah perairan sebesar 2/3 atau 70% dari total
luasnya memerlukan adanya perhatian yang lebih
besar terhadap laut sebagaimanaberagam potensiyang
ada. Meskipun begitu, Indonesia belum sepenuhnya
memanfaatkan potensi laut yang ditunjukkan
sumbangsih terhadap perekonomian nasional baru
sebesar 11%. Apalagi terdapat berbagai ancaman
dan tantangan yang dapat mengancam keamanan
laut nasional. Kondisi tersebut harus segera
ditindaklanjuti dengan memperhatikan peluang dan
ancaman yang ada serta memiliki strategi nasional
sebagai dasar kebijakan nasional. Poros Maritim
Dunia menjadi dasar pengembangan potensi dan
mengantisipasi ancaman di laut sebagai bentuk
geopolitik Pemerintah Indonesia. Strategi Poros
Maritim Dunia dapat menjadi rujukan pemerintah
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pusat dan daerah dalam mengembangkan maritim
Indonesiasebagai bentuk geopolitik nasional. Strategi
tersebut perlu terus diimplementasikan melalui tata
kelola keamanan laut yang terkoordinasi, diplomasi
maritim melibatkan aktor negara dan masyarakat,
pengelolaan  lingkungan, dan  meningkatkan
SDM nelayan. Pada tingkat daerah, terdapat Visi
Gubernur DIY merupakan respons atas keberadaan
strategi Poros Maritim Dunia dan realita wilayah
DIY menghadap Samudera Hindia. Visi tersebut
juga perlu diimplementasikan secara nyata dengan
pengembangan PPI, patroli ruti, pengawasan
bersama masyarakat, dan selalu memperhatikan
masyarakat. Apabila seluruh hal tersebut tercapai,
maka akan terwujudnya kekuatan laut yang hebat
secara taktis dan implementatif di Indonesia.
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